
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 130 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka terciptanya keserasian, keselarasan dan 
tertib administrasi, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan 
dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2019 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

2. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun Anggaran 2020. 
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6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya 
disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. 

7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo. 

9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak 
berkedudukan sebagai pegawai negeri. 

10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan daerah. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

14. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 

15. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu 
Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan 
kerja perangkat daerah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 
Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

21. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 
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22. Kuasa Penggunaan Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangnya. 

25. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

26. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian 
pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

27. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 

28. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja 
perangkat daerah/unit kerja. 

29. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 

30. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun Kabupaten Ponorogo. 

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

33. Unit Layanan Pengadaan (Procurenment Unit) selanjutnya disebut ULP 
adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada 
unit yang sudah ada. 

34. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 

35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. 

36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
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37. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

38. Prakiraan maju (format estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk 
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan 
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi 
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

40. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 
prinsip pencapaian alokasi dana. 

41. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. 

42. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajian setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewengannya 
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat. 

43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

45. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 

46. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 

47. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

48. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

49. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

50. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

51. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

52. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 
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53. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah 
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

55. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perjanjian, atu berdasarkan 
sebab lainnya yang sah. 

56. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 

57. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD 
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran. 

59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
APBD oleh Pengguna Anggaran. 

61. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

62. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

63. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

64. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi 
PPKD. 

65. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

66. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan memper-
tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 
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67. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan memper-
tanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. 

68. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

69. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

70. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP. 

71. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

72. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

73. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

74. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

75. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

76. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu. 

77. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk 
permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

78. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

79. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 
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80. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas 
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah 
Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang 
berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat 
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di 
Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. 

81. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan pimpinan serta 
anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar 
negeri. 

82. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat 
tugas kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap 
untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

83. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 

84. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus. 

85. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya 
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan kuasa 
pengguna anggaran. 

86. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

87. Pemanfaatan Barang adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk 
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun 
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

88. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau 
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya. 

89. Pemindahtanganan Barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 

90. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan 
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 

91. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau 
wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya 
diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

92. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai 
bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan 
konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai 
sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun 
secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat 
Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

93. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang. 

94. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti 
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan 
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barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian 
pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan 
seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat 
Pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurenment Unit). 

95. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat 
pengadan/Unit Layanan Pengadaan (Procurenment Unit) sebagai pedoman 
dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia 
barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat 
pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurenment Unit). 

96. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan 
Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

97. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank 
umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya 
persyaratan/kewajiban penyedia barang/ jasa. 

98. Pakta Integritas adalah surat persyaratan yang ditandatangani oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen/ panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ Unit Layanan 
Pengadaan (Procurenment Unit)/ Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

99. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam 
negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai 
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan 
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

100. Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 
berskala kecil dan memenuhi criteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 

101. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi 
dan/atau mempunyai resiko tinggi dan / atau menggunakan peralatan 
didesain khusus dan / atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah). 

102. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

103. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesiona1 yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah pikir (brainware). 

104. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang. 

105. Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki 
peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar 
nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 

106. Surat Kabar Propinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki 
peredaran luas di daerah propinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar 
yang ditetapkan oleh Gubernur. 



BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan; 

b. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran; 

c. pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung-jawaban dana bantuan 
operasional sekolah (BOS) satuan pendidikan negeri; 

d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan 

e. tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun 
dengan sistematika, sebagai berikut : 

BAB I 	PENDAHULUAN. 

BAB II 	PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG- 
JAWABAN PENERIMAAN. 

BAB III 	PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG- 
JAWABAN PENGELUARAN. 

BAB IV 	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PER- 
TANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH (BOS) SATUAN PENDIDIKAN NEGERI. 

BAB V 	AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH. 

BAB VI 	TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. 

BAB VII 	PENUTUP. 

(2) Uraian secara rinci Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 23 Desember 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 



- 12 - 

Diundangkan di Ponorogo 
pada tanggal 23 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO 

TrD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 130 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKR ARIAT DAERAH, 

CATUR RTIY sAN 
NIP. 1964 0 199303 1 008 
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